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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam era reformasi, setiap warga negara
memiliki hak untuk mencari, memperoleh,
menggunakan, dan menyebar- luaskan informasi yang
akurat secara mudah dan cepat, sehingga memerlukan
kesiapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk memberikan pelayanan informasi publik;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi
publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui
fungsi hubungan masyarakat, memerlukan
standar/prosedur pengelolaan guna menjamin
pelayanan informasi publik yang transparan dan
akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
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Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. Pengemban Pejabat PID adalah pejabat yang melaksanakan tugas-
tugas PID di Lingkungan Satker Mabes Polri dan Kewilayahan.

2. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) pengertian, yakni menjadi angka
8, sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi
yang timbul apabila suatu informasi diberikan masyarakat dengan
pertimbangan secara saksama bahwa menutup informasi publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.
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3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

a. mewujudkan pengintegrasian peranan pengemban fungsi Humas
Polri, PPID Mabes Polri dan satuan kewilayahan dalam
memberikan dan/atau menerima informasi yang diperlukan guna
mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara
pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan
kewilayahan maupun dengan pihak yang berkepentingan;

b. menetapkan standar pelaksanaan pelayanan informasi
publik di lingkungan Polri;

c. meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan Polri
untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

d. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses
informasi publik; dan

e. terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

(1) Dalam hal menentukan Informasi yang dikecualikan untuk
dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilaksanakan melalui mekanisme Uji Konsekuensi yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Hasil uji konsekuensi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
disetujui oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) PID Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dijabat
oleh Kepala Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi Divisi
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